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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang 

kampanye pemilihan umum mengguakan fasilitas negara dan mekanisme pengawasan 

untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye 

pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dalam bentuk komunikasi politik 

dua arah antara peserta pemilihan umum dengan pemilih. Dalam melaksanakan 

kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang 

menggunakan fasilitas negara. Larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat 

negara, dan pejabat daerah untuk menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan 

kampanye diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 304 

ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 63 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2020 jo Pasal 

64 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2020. Dampak digunakannya fasilitas negara dalam 

kampanye pemilihan umum menyebabkan pemilihan umum tidak berjalan 

sebagaimana asas yang tertuang dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yakni asas 

jujur dan adil. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan cara: a. mengidentilikasi 

dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, 

menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; 

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

Kata Kunci: Kampanye, Pemilihan Umum, Fasilitas Negara. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to examine and analyze regulations regarding general 

election campaigns using state facilities and monitoring mechanisms to prevent 

misuse of state facilities in carrying out general election campaigns. This research is 

a type of legal research using statutory, conceptual and case approaches. The results 

of this research show that the campaign is one of the stages in holding general 

elections which is carried out in the form of two-way political communication between 

general election participants and voters. When carrying out a campaign, the 

President and Vice President, state officials and regional officials are prohibited from 

using state facilities. The prohibition on the President and Vice President, state 

officials and regional officials from using state facilities to carry out campaigns is 

regulated in Article 281 paragraph (1) letter a of Law no. 7 of 2017 in conjunction 

with Article 304 paragraph (1) Law no. 7 of 2017 in conjunction with Article 63 

paragraph (3) PKPU No. 11 of 2020 in conjunction with Article 64 paragraph (3) 

PKPU No. 11 of 2020. The impact of using state facilities in the general election 

campaign caused the general election not to run according to the principles stated in 

Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 

principles of honesty and fairness. Therefore, prevention needs to be done. Prevention 

can be carried out by the General Election Supervisory Body by: a. identify and map 

potential vulnerabilities and election violations; b. coordinating, supervising, 

guiding, monitoring and evaluating election administration; c. coordinate with 

relevant government agencies; and D. increase public participation in election 

monitoring. 

 

Keywords: Campaigns, General Elections, State Facilities. 
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